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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Tabel Hasil Wawancara Penelitian 

No. Pertanyaan Jawaban Informan 

Tahap Perencanaan 

1. Menurut bapak, proses 

perencanaan dalam 

pengelolaan dana APBDes 

sejauh ini apakah sudah dapat 

dikatakan baik jika ditinjau 

berdasarkan 

PERMENDAGRI No. 20 

Tahun 2018? 

Semua prosedur telah 

diikuti dengan baik. 

Dalam penyusunan 

anggarannya langkah-

langkah yang dilakukan 

adalah mengadakan 

rapat dan musyawarah 

desa, serta 

mengumpulkan aspirasi 

dari masyarakat terkait 

kebutuhan di wilayah 

masing-masing. Proses 

penyusunan APBDes ini 

melibatkan kerjasama 

tim dari RT/RW, BPD, 

dan seluruh perangkat 

desa. 

Bapak Pamuji 

selaku Kepala 

Desa 

2. Menurut bapak, bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam 

setiap proses perencanaan 

penyusunan APBDes? 

Masyarakat juga 

berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan 

desa dan bekerja sama. 

Karena semua ini tidak 

bisa berjalan tanpa 

bantuan komponen 

masyarakat seperti RT, 

RW, dan BPD, maka 

masing-masing pihak 

perlu berperan aktif 

dalam prosesnya. 

Diskusi desa diperlukan 

karena pemerintah desa 

harus berupaya 

meningkatkan 

kebutuhan desa dari 

sebelumnya miskin 

Bapak Pamuji 

selaku Kepala 

Desa 



62 

 

 

 

 

menjadi sangat baik 

kembali. Kita sudah 

musyawarahkan, baru 

ada usulan, gambaran, 

rencana, dan terakhir 

implementasi. 

3. Apa yang perku 

dipertimbangkan dalam 

proses penyusunan anggaran 

APBDes? 

Ya, dari APBD 

Kabupaten ini kita perlu 

menghasilkan anggaran 

yang sudah dilaksanakan 

PERMENDAGRI. 

Karena Nambangan 

telah menjadi desa 

otonom, maka perlu 

adanya kekuatan yang 

sangat besar. PAD juga 

perlu dilibatkan. Karena 

desa tidak bergantung 

pada pendapatan daerah, 

kita perlu membuat 

kemajuan dan berpikir di 

luar kebiasaan. 

Bapak Pamuji 

selaku Kepala 

Desa 

Tahap Pelaksanaan 

1. Bagaimana mekanisme tahap 

pelaksanaan yang dilakukan 

oleh pemerintah desa 

Nambangan dalam proses 

mengelolaan dana APBDes? 

Dari awal sebelum itu 

diflorkan, maka kita 

selaku panitia desa harus 

mengundang dari 

RT/RW, tokoh agama, 

tokoh masyarakat, 

LPMD, termasuk tim 

penggerak PKK dan 

terutama BPD selaku 

pemberi keputusan atas 

RAPBDes. Secara 

khusus, BPD bertugas 

memberikan penilaian 

terhadap RAPBDes. 

Sejak BPD mengambil 

keputusan, maka 

APBDes tidak dapat 

disetujui jika BPD tidak 

ada. Setelah disetujui 

Bapak 

Sudarmnito 

selaku 

Sekretaris Desa 
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oleh BPD, pemerintah 

desa mengirimkannya 

kepada mereka, 

sehingga RAPBDes 

dapat menjadi APBDes. 

2. Apakah ada tokoh masyarakat 

lain? 

Ya, itu yang saya 

sampaikan sebelumnya, 

dari tokoh agama dan 

masyarakat, termasuk 

RT/RW, LPMD, dan 

ketua tim penggerak 

PKK. 

Bapak 

Sudarmnito 

selaku 

Sekretaris Desa 

3. Siapa yang bertugas sebagai 

penanggungjawabnya? 

Komite sembilan tim, 

yang diawasi oleh 

sekretaris desa, 

bertanggung jawab atas 

seluruh prosedur sampai 

BPD memberikan 

persetujuannya. Wakil 

ketua LKMD atau 

LPMD merangkap 

sebagai ketua sekretaris 

desa, dan anggotanya 

adalah perangkat desa 

yang mempunyai 

wilayah hukum 

setempat. 

Bapak 

Sudarmnito 

selaku 

Sekretaris Desa 

Tahap Penatausahaan 

1. Bagaimana pelaksanaan 

penatausahaan pada proses 

pengelolaan APBDes menurut 

bapak selaku bendahara desa? 

Program SISKEUDES 

Kabupaten sekarang 

digunakan dari 

pemerintah di sini; 

semua informasi sudah 

diisi sebelumnya dan 

tinggal diinput saja. 

Bapak Jayadi 

sekalu Kaur 

Keuangan 

4. Apakah ada struktur 

mekanismenya? 

Pertama SPP tetap 

dicairkan, disusul SPJ 

segera. 

Bapak Jayadi 

sekalu Kaur 

Keuangan 

5. Siapa yang terlibat dalam 

proses penatausahaan ini? 

Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, dan Bendahara 

masing-masing tetap 

berperan sebagai 

Bapak Jayadi 

sekalu Kaur 

Keuangan 
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pelaksana dan 

verifikator kegiatan. 

Tahap Pelaporan 

1. Bagaimana Proses paleporan 

atas implikasi pengelolaan 

APBDes tahun anggaran 

2022? 

Setiap aksi di desa 

didanai oleh dana APBD 

yang bersumber dari 

Polkir dan Jaspas. 

Semua itu dilakukan 

segera setelah pekerjaan 

dilaksanakan dan disusul 

dengan laporan kerja 

dan 

pertanggungjawabannya, 

sehingga semuanya 

selesai dan tertib disini. 

Semua yang kami 

lakukan mengikuti 

proses, oleh karena itu 

kami harus bisa 

melaporkannya karena 

kami sudah 

melaksanakannya dari 

awal dan sudah ada 

rencana pelaksanaannya. 

Jika sudah selesai, kami 

akan laporkan. Jadi 

semuanya sudah selesai, 

bukan hanya 

perencanaannya saja. 

Bapak Pamuji 

selaku Kepala 

Desa 

2. Jangka waktu pelaporan 

biasanya dalam berapa bulan? 

Ya, satu bulan telah 

berlalu sejak instalasi 

selesai.. 

Bapak Pamuji 

selaku Kepala 

Desa 

3. Berarti untuk pelaporan 

setelah diproses di sini, nanti 

diserahkan ke Kecamatan 

terlebih dahulu baru 

Kabupaten? 

Ya, laporannya dikirim 

ke Kecamatan, 

Kabupaten, Inspektorat, 

Kejaksaan, dan 

sebagainya. 

Bapak Pamuji 

selaku Kepala 

Desa 

4. Bagaimana tahap pelaporan 

atas implikasi pengelolaan 

APBDes tahun anggaran 

2022? 

Jika uang sudah masuk 

ke rekening, kami sudah 

merencanakannya sesuai 

dengan tujuan 

pengelolaan ini. Oleh 

Bapak 

Sudarmnito 

selaku 

Sekretaris Desa 
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karena itu, tata letaknya 

kami pilih berdasarkan 

kebutuhan yang ada di 

lapangan. Oleh karena 

itu, Kepala Desa kami 

berikan SPP dari 

Bendahara, tanyakan 

kepada Kepala Desa, 

kemudian diambil jika 

sesuai dengan tuntutan 

di lapangan. Untuk itu, 

akan dibentuk tim 

TPK/pengelola dana. 

Berdasarkan pekerjaan 

yang telah 

dikomunikasikan kepada 

Anda, silakan lakukan 

tugas ini. 

5. Pada pelaporannya biasanya 

dilaporkan dalam berapa 

bulan setelah implikasi? 

Ini bukan hanya tentang 

jumlah bulan yang 

dibutuhkan; kami 

melaporkan segera 

setelah pekerjaan 

selesai. Kami tidak 

berani, karena sistem 

kerja SISKEUDES kami 

saat ini sudah beroperasi 

secara online. Anda 

sudah tahu sejak kami 

menerima uang. 

Misalnya, kita menyebut 

hari ini sebagai 

perkiraan, yang berarti 

berapa minggu, hari, 

atau bulan. Alhasil, 

istilah HOK (Hari 

Rakyat Pekerja) pun 

kentara—oh iya, sudah 

dua minggu berlalu. 

Catatan telah 

dikumpulkan setelah dua 

minggu, dan kami akan 

melaporkannya. 

Bapak 

Sudarmnito 

selaku 

Sekretaris Desa 
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Lampiran 2 Data Hasil Observasi dan Data Tambahan 

 

 

Data 1. Balasan dari Surat Ijin Penelitian 
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Data 2. Hasil Uji Plagiasi 
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Data 3. Kartu Bimbingan 
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Data 4. Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2022 
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Data 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 
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Data 6. Lembar Kesepakatan Kepala Desa Bersama BPD Atas Penetapan RKPDes 
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Data 7. Peraturan Desa Tentang RPJMDes Tahun 2022 
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Data 8. Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun 2022 
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Data 9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 
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Data 10. Buku Kas Umum (BKU) 
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Data 11. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
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Data 12. Kegiatan Musyawarah Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun 2022 
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Data 13. APBDes Desa Nambangan Tahun Anggaran 2022 
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Data 14. Kesepakatan RPDes Kepala Desa dengan BPD tentang APBDes Tahun 

2022  
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Data 15. Daftar hadir Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tahun 2022 
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Data 16. Hasil Konsultasi Perwakilan Masyarakat dengan Kepala Desa tentang 

RPDes 



82 

 

 

 

 

 

Data 17. Daftar Hadir Musyawarah Konsultasi Masyarakat terhadap RPDes 
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Data 18. Foto Kagiatan Musyawarah Desa Konsultasi Masyarakat terhadap RPDes 

 


